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ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum 

Bagi Justice Collabarator Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dalam Tindak Pidana Narkotika 

serta Bagaimana Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia Penelitian 

skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode didasarkan atas 

penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier 

 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perlu 

melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama 

(Justice Collaborator). Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak terlepas dari 

kendala – kendala karena disatu sisi memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan 

korban tetapi, disisi lain kurang memperhatikan proses pelaksanaan dari perlindungan saksi 

dan korban tersebut, seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan Kedua 

Penerapan Hukuman bagi Justice Collaborator di Indonesia masih terbilang belum memiliki 

kepastian hukum, dilapangan banyak sekali terjadi perbedaan tafsir yang ada sehingga 

pemberian hukuman kepada terdakwa yang telah memiliki peran sebagai saksi pelaku yang 

bekerjasama perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius.  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Justice Collbarator, Tindak Pidana Narkotika 

 

 

ABSTRACT 

 

Ahmad Wisnu Robianto, NPM. 19.81.0524. 2023. Legal Protection for Justice Collaborators 

as an Effort to Fulfill Rights in Narcotics Crimes. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic 

University, Supervisor I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Supervisor II Nisa Amalina Adlina, 

S.H., M.H. 

Keywords: Legal Protection, Justice Collbarator, Narcotics Crime 

mailto:ahmadwisnu.r24@gmail.com


The purpose of this thesis research is to find out how legal protection for justice 

collaborators as an effort to fulfill rights in narcotics crimes and how to apply justice 

collaborators in Indonesian criminal justice. This research uses normative legal research 

methods, with methods based on literature research such as primary legal materials, secondary 

legal materials, and tertiary legal materials. 

According to the results of this thesis research, it shows that: First, it is necessary to 

revise Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, especially 

with regard to the protection of witness collaborators (Justice Collaborators). The 

implementation of Law Number 13 of 2006 is inseparable from obstacles because on the one 

hand it provides protection and rights to witnesses and victims but, on the other hand it pays 

little attention to the implementation process of the protection of witnesses and victims, such 

as reducing sentences and receiving awards. Second the punishment for Justice Collaborators 

in Indonesia is still relatively uncertain in law, in the field there are many different 

interpretations that exist so that the sentence given to defendants who already have the role of 

witnesses to cooperating actors needs to get very serious attention. 
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